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BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG *
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMORﬁ 29 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

- 1

KABUPATEN TEMANGGUNG ~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur batas waktu
pencairan dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan,
maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah perlu diubah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



16.

11.

12.

13.

14.

15,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); ‘

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan- Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
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18.
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20.

21

22.

23,

24

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5202);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009
Nomor 2); :

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011
Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peratura Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita NegaraRepublik Indonesia
Tahun 211 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2016 Nomor 29);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun
2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah Kabupaten Temanggung
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016_Nomor 29) diubah sebagai
berikut : ’

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 (sepuluh), 13 (tiga belas) dan 15 (lima belas)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenagan daerah otonom.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yangdibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.

10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakaq
Bupati dalam rangka penJrusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan

kebutuhan.
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12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum
Daerah.

13. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran OPD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
DPAPPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku
Bendahara Umum Daerah.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-
OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pejabat pengguna
anggaran/ pejabat pengguna barang. ‘

16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik
Negara/Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara
terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah.

17.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang
daripemerintah ~ daerah  kepada  individu, keluarga, kelompok
dan/ataumasyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yangbertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisisekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang
jika tidakdiberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapathidup dalam kondisi wajar.

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah dan ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh bupgti
apabila hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,
dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala
OPD atas nama Bupati apabila hibah diberikan Badan, Lembaga, dan

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai.
a. Pemberi dan penerima hibah;
b. Tujuan pemberian hibah;
c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima,;




(1)

(2)

(3)

(S)

4.

Hak dan kewajiban;

Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
Tata cara pelaporan hibah; dan

Sanksi.
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. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15

Pencairan belanja hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme

pembayaran langsung (LS). =

OPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mengajukan

permohonan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala SKPKD dilengkapi

dengan:

a. Permohonan pencairan dana;

b. NPHD;

c. Nomer rekening penerima hibah disertai dengan fotokopi buku rekening
giro/tabungan yang masih aktif;

d. Kuitansi 4 (empat) rangkap dan satu lembar bermaterai cukup;

e. Rencana penggunaan dana;

f. Pakta integritas dari penerima hibah; dan

g. Surat pernyataan tanggung jawab dari Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK).

Pencairan belanja hibah selain pekerjaan konstruksi dilakukan dalam satu

kali pencairan.

Pencairan belanja hibah untuk pekerjaan konstruksi dilakukan sebagai

berikut dilakukan sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar 60%; apabila penerima hibah telah siap melaksanakan
kegiatan.

b. Tahap II sebesar 40 % apabila kemajuan fisik telah mencapai sekurang-
kurangnya 60% dari yang direncanakan dengan persyaratan
sebagaimana pada ayat (2) dan dilengkapi dengan laporan penggunaan
dana tahap I serta foto kegiatan.

Pencairan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
paling lambat pada tanggal 15 Desember tahun anggaran berkenaan.

Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 20

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas

penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan



c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi penerima hibah berupa uang
atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah
berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 bulan setelah
pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan.

(5) Penerima hibah yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban dikenakan
sanksi berupa tidak akan diberikan hibah selama lima tahun berturut-
turut sejak terakhir diberikan hibah.

5. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagimana dimaksud dalam pasal
29 ayat (1) huruf b tetap didasarkan atas usulan/permohonan yang telah
diverifikasi oleh OPD terkait.

(2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran
langsung (LS) dan/atau melalui Uang Persediaan.

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti
penerimaan uang bantuan sosial.

(6) Pencairan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling lambat pada tanggal 15 Desember tahun anggaran berkenaan.

6. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada Bupati c.q. PPKD melalui OPD terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaannya kepada Bupati melalui kepala OPD terkait.

(3) Peneriman bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dan ayat
(2) yang tidak menyampaikan laporan di berikan sanksi berupa tidak akap
diberikan Bantuan Sosial selama lima tahun berturut-turut sejak terakhir
diberikan Bantuan Sosial.




Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Temanggung.

Ditetapkah di Temanggung
pada tanggal o Jjung 2017

BUPAT] TEMANGGUNG,

. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR}0




